
Menimbang :

Mengingat

BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 03 TAHUN 2OI3

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

bahwa untuk mela-ksanakan ketentuan Pasal 127 huruf

d dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi

Terminal;

: 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasat Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang:-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO tentang

Perubahan atas UndangUndang Nomor 51 Tahun

f999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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4.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08

Nomor 59, Tambahan Icmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorv 130,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993

tentang angkutan jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

tentang pemeriksaan kendaraan bermotordijalan
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor g8 Tahun 2OOz

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2,

Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

5.

6.

7.

8.
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OLO

tentang Tata Cara Pemberian Dal Pemalfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011

tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak,

serta manajemen Kebutuhan Lalulintas (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012

tentang Kendaraan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH

TERMINAL.

TENTANG RETRIBUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sslagai
unsur penyelenggara Pemerirrtahan Daerah.

9.

10.

11.
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6.

7.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut

Bupati.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Buol.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.

Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima

pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Buol.

8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang

digunakan untuk mengatur kedatangal dan keberangkatan,

menaikkan dan menurunkan orang dan/ata.u barang, serta

perpindahan moda angkutan.

9. Angkut€n adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu

lintas jalan.

1O. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang

yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, temasuk

untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga

ribu lima ratus) kilo gram.

11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki

tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)

kilogram.

12. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian

atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

13. Angkutan antar kota adalah angkutan dari suatu kota kekota lainnya

dengan menggunakan mobil Bus umum yang terikat dalam trayek

tetap dan teratur.

14. Angkutan Kota adalah angkutan duri suatu tempat ketempat lain

dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan

menggunakan Bus Umum atau mobil penrrmpang umum yang terikat

dalam travek.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t.

Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain
dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan Bus umum
danatau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik,

astau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

IVIasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selarduhya di sebut
SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jurnlah Retribusi yang terutang.

Surat Setoran Rertibusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD

adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah

atau tempat Lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
di sebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit
Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut STRD,

adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau
Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

22.
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24.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah

dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat

terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi kepada setiap orang

pribadi atau Badan yang menggunakan jasa fasilitas Terminal'

Pasal 3

(1) Objek RetribusiTerminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir

untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,

dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan' dimiliki,

dan/atau dikeloLa oleh Pemerin&*r Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimalsud pada ayat

(1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan fasilitas Terminal.

(2) Wajib RetribusiTerminal adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
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diwajibkan untuk melakukan pembayaraa, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa] 5
Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis
kendaraan, jumlah dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

BESARIIYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha Terrninal

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Strutctur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai

berikut:



l!

No. JEMS FASIHTAS/ KENDARAAAN BESARAN TARIF

1. Fasilitas Utama Terminal:
a. Kendaraan Umum Masuk

Terminal:
1. Angkutan Kota
2. Angkutan Pedesaan
3. Angkutan Antar Kota Dalam

Provinsi {AKDP)
4. Angkutan Antar Kota Provinsi
5. Angkutan Barang

b. Kendaraan Bermotor
Pengantar/Penjemput
Penurnpang Masuk Terminal:
1. Sepeda Motor
2. Mobil
3. Mobil Taksi Argometer

c. Kendaraan Bermotor Bermalam
di Terminal:
l. Mobil Penumpang
2. Mobil Bus

Rp.2.000/hari
Rp. 3.O0O/hari
Rp.5.000/hari

Rp.7.000/hari
Rp.5.00o/hari

SOO/sekali masuk
LO00/sekali masuk
1.0OO/ sekali masuk

l5.OOO/malam
20.000/malam

Rp.
Rp.
Rp.

Rp
Rp

2. Fasilitas Penunjang Terminal:
a. Fasilitas Toilet (Ikkus)
b. Fasilitas Kamar Mandi
c. Lahan Kios Barang Campuran
d. Lahan warung makan dan

minum
e. Lahan loket agen/penrakilan

perusahaan
f. Lahan wartel/warnet/kios pulsa
g. Bangunan/fasilitas cenderamata
h. Fasilitas tempat istirahat (kamar

tidur

Rp. 2.OOO/ sekali pemakaian
Rp. 1.000/sekali p€makaian
Rp. 5.0OO/bulan
Rp.75.000/bulan

Rp.75.000/bulan

Rp.75.OOO/bulan
Rp. 75.O0O/bulan
Rp. 1.OOO/sekali pemakaian

e l,ainlain:
Perdagang asongan Rp.2.Soo/hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.
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Pasal 1O

Seluruh hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 adalah merupakan penerimaan Daerah darr harus disetor ke kas

Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waldu tertentu yang merupakan

batas walrhr bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Retribusi dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, STRD atau Dokumen

lain yang dipersamakal,

(3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disetor ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima paling

lama t hari kerja.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang

atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahutui dengan Surat Teguran.
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BAB )q
TATA CARAPEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak WajibRetribusi menerima SKRD, STRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(3) Pembayaran Retribusi s6!agaip4114 dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSRD,

{al Tata, cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB xII
TATA CARA PEI\AGIHAN

Pasal 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi

dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib Retribusi

menerima Surat tegural atau peringatan atau surat lain yang

sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat

yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau Pejabatyang ditunjuk atas SKRD, dan SKRDLB.

(2) Keberatan yang diajukan secara terhJis dalam Bahasa Indonesia

disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
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(3) Dalam hal wqiib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan

Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
Ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diqjukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak tanggal SKRD, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila

wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka wakhr itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi

dart pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanegal

surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang

terutang.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang

di4jukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(l) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat
mengqiukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka walrhr paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan

pengembalian kelebihan Retribusi dialggap dikabulkan dan SKRDLB

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(a) Apabifa wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi Lainnya, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi

tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling Iana 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan

setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan

denda sebesar 2o/o ldwa persen) atas keterlambatan pembayaran

kelebihan Retribusi.

Pasal 19

(1) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara

tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dar alamat wa,lib Retribusi;

b. masa Retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bulcti pengiriman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan

Surat Perintah Bayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang

Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3)
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p€mbayaran dilalrukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(l) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan

Retribusi.

(2) Pembebasan, pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib

Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasal Retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALTJWARSA PENAGIHAN

Pasal22

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Retribusi, kecuali jikawajib Retribusimelakukan tindak
pidana dibidang Retribusi.

(2) Ihdaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l)
tertangguh jika:
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusibaik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana rlimakgud

pada ayat (2) huruf b adalah W4jib Retribusi dengan kesadarannya
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menyatakan nrasih mempunyai ut€ng Retribusi dan belum

melunasinya kepa.da Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengqiuan

permohonan Elngsrrran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

(1) Piutang Retribusi yang tidalc mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

(l) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) SKPDyang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insenstif
atas dasar pencapa.ian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif selagnimarr4 dir"aksud p'da ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman
pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX

KEIENTUAN PEI{NDIKAN

Pasal 26
(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyldik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor g Tahun 19g1 tentang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adarah pejabat pegawai

Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenalg sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. meneri[ta, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-ratatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan,dan dokumen-dokumen serta mel,akukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menJruruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan



memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang b€rkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang

dapat dipertanggungiawabkan.

(a) Penyidik sebalaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan darl menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, melalui penytdik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB )O(

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tig{ bufan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi

terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

negara.

BAB )Ofl

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi

Terminal sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat

ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang-
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pasal 29
Peraturan Pelaksanaan atas peraturan Daerah Kabupaten Buol yang mengaturRetribusi rermina-l masih tetap berraku sepanjang tidak bertentangan ataubelum diadakan yang baru menurut peraEuran Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Nomor 21Tahun 200g tentang Retribusi Terminal Angkutan Darat (Lembaran DaerahI(abupaten Buol Tahun 200g Nomor 2l) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal 3 I
Peratufan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam i,embaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 24 Juni2Ot3

BUPATI BUOL

Ttd.

AIIIIRUDIIT RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 26 Juni 2Ot3

Nip. 19630416 1

KABUPATEN

LEMBARAN DAEMH KABUPATEN BUOL
TAHI.'N 2013 NOMOR 14


